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Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya perjanjian kinerja tahun
2018, untuk terarahnya pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan di
Pengadilan Agama Rantauprapat perlu menetapkan Rencana kinerja
Tahunan untuk Tahun 2019.

Bahwa Rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Rantauprapat
harus mengacu kepada Reviu Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2  Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan;

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
192/KMA/SK/X1/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan
Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RL

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT TAHUN 2019.
Menetapkan rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Rantauprapat
tahun 2019,

Rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019
sebagaimana dalam lampiran surat Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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NO|  SASARAN STRATEGIS —[ INDIKATOR KINERJA \ TARGET \
| - |
| |

| 1 | Terwujudnya proses Peradilan l Persentase sisa perkara yang ] 100 |
| \yang  pasti, Transparan dan | diselesaikan | |
| | Akuntabel | Persentase  perkara yang l 91 _1|
ll |I | diselesaikan tepat waktu _ ll ]
| ‘ Persentase penurunan sisa 10 |
, || | perkara ‘ _l
\ | Persentase  perkara yang | 98 ‘
L ‘tidak Mengajukan  Upaya | |
|| \ Hukum : \
| | | - Banding |
L | - Kasasi ‘
| l| - _PK I| J|
| |‘—Index responden  pencari 87 l
| keadilan yang puas terhadap | |
l_ layanan peradilan \
"2 | Peningkatan Efektivitas | Persentase Isi Putusan yang 9 |
| Pengelolaan Penyelesaian | diterima oleh para pihak |
| Perkara tepat waktu J
| \ Persentase Perkara yang 5 '|
| Diselesaikan melalui mediasi
| ' Persentase berkas perkara 100

| |yang dimohonkan Banding,
Ii Kasasi dan PK yang diajukan
-  secara lengkap dan tepat

‘ - waktu
\ Persentase  putusan yang 1
‘ ‘ menarik perhatian

\ | | masyarakat (ekonomi syariah) |

L | yang dapat diakses secara ]




' ' online dalam waktu 1 hari

. ,

| | setelah diputus

3 |Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prc.de-c:wl

ang diselesaikan
Persentase  Perkara yang
l diselesaikan di luar Gedung
\ Pengadilan

|\ | Persentase Pencari Keadilan |
|

|

l
| |bagi Masyarakat Miskin dan |
\ \ Terpinggirkan

Golongan  Tertentu yangl
‘ Mendapat Layanan Bantuanl

100

= ()}

|

| Hukum (Posbakum) | 4‘
| | | Persentase Perkara ll 99
L | Permohonan (Volunter) |
] l | Identitas Hukum ‘
| | |
h | Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara | 100
| | Terhadap Putusan Pengadilan | Perdata yang ditindaklanjuti |
| (Eksekusi) | J
5 | Terwujudnya sistem manajemen " Persentase pengelolaan !‘ 100 ll
1informasi yang terintegrasi dan informasi  perkara secara" |
' menunjang  system peradilan | elektronik | l
-l yang sederhana, transparan dan | \ |
\ akuntabel | | J
6 l| Terwujudnya pelaksanaan ‘ Persentase pengaduan yang [| 100
| pengawasan kinerja  aparat | ditindaklanjuti ‘ [
| peradilan secara optimal baik
internal maupun eksternal. ‘ I‘
| |
| Persentase temuan Hakim | 100
pengawas yang
ditindaklanjuti
|
7 | Terwujudnya Persentase jabatan yang 100
transparansi sudah
pengelolaan SDM memenuhi standar
| lembaga peradilan kompetensi
berdasarkan sesuai dengan parameter
parameter obyektif obyektif
Persentase Hakim yang telah 95
' memiliki sertifikasi
| spesialisasi
keahlian




I [ Persentase pegawai yang \ 95

|i telah

| mendapatkan
| pengembangan

|

8 | Meningkatnya

| pengelolaan
manajerial lembaga
peradilan secara

| akuntabel, efektif

| dan efisien

| Persentase terpenuhinya

| kebutuhan standar sarana

| dan
prasarana yang mendukung
peningkatan pelayanan prima

\
 kompetensi \
!
|
1
l

|
1

' data pegawai ke dalam
|I aplikasi SIKEP
|

l\
"| Persentase pengimputan ] 100
|
|
|
I

| Persentase hasil |
pengimputan data perkara ke |
|~| dalam aplikasi SIPP

| |
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